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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN 

Nomor:  8431PdLGJ20151PA.Prg.

الرحيم     الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG  MAHA  ESA

Pengadilan   Agama   Pinrang   yang   memenksa    dan   mengad1h

perkara  tartenll.J pada  bngkat pertama  dalam sldang  merers telah menJall.Jhkan

putusan perkara Cerai Talak antara

Su.rdl,S.Ag  bin   Muh.Tahir,  umur  39 tahui,  agama  Islam,  cekenaan  PNS

(Guru  MTs  Negeri Pimang).  pendldrkan  51 ..  lempat kediaman

di Llngkungan  Ulutedong,  kelurahan  Maccorawalie.  Kecamatan

Watang sewttc,  Kabupaten Pmrang, sebagai  Pemohon

melawan

Hasrnilnl,S.Pd.l,.M.A blntJ  l.ad9rammllng. umur 38 tahun, agama l�am.

penchd1kan  52.  pekefjaan   PNS  (Guru  MTs   Negen   Pmrang),

tempat  kediaman d1 Llngkungan   Paha. kelurahan   Macmnae,

Kecamatan       Paleteang.      Kabupaten     Pmrang,      sebagill

Termohon

Pergadilan Agama tersebut

Tel ah mempelaJan  surat-surat yang berkaltan  dengan  perkara m1:

Telah  mendengar  keterangan   Pemohon dan  Termohon  serta  para  saksi  di 

muka stdang,

DUDUK  PERKARA

Memmbang.  bahwa  Pemohon dalam surat permohonan  tanggal

13   Nopember   2015  tetah  mengajukan   pem1ohonan.   yang  tetah  dldaftar  di

Keparnteraan         Pengad1lan         Agama         P,nrang         dengan         Nomor

843/Pdt.G/2015/PA Prg   tanggal  13  Nopember 2015 dengan  dahl-dalil  sebagai

berikut

Hal l darl 6 No.8431Pdt-G/201!1/PA.Prr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

l.   Bahwa   pada   tanggal    25   Juli    2010,

sebaga1mana bukb berupa Kubpan  Alda Nikah Nomoc 219/34Nlll2010,

tertanggal 26 Juh 2010,  yang dlkeluarkan oleh KUA Paleteang, Kabupaten

Pinrang,

2.   Bahwa setelah ber1angsungnya  akad nikah pemohon dan termohon hidup

t>ersama sebagaimana  layaknya  suami  istel1  selama  1     ttthun  lebih  dan

bertempat tinggal ell nrmah kediaman bersama di Ulutedoog

3.  Bahwa  dari  pemikahan  ter&ebut pemohon  dan  termohon  dan  dlkanrnia1

seorang orang anak bemama ·Muharrvnad Huwaid1 Suardi bin Suardi, umur

4 tahun. dan saat in1 anak tersebvt �nggal bersama Termohon.

4.   Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan Termohon pada awalnya

sudah mulai  goyah  dan  sering t&l"jadl  perset1s1han  paham  secara terus-

rrerercs

5.   Bahwa  adapun  penyebab  kegoyahan  runah   tangga  Pemohon  dengan

Termohon dlsebabkan karena

a Orang tua Termohon sering 1kut campur masatah rumah tangga Pemohon

dengan Termohon terutama masalah tempat tmggal, orangtua

Termohon bdak menyukai Jika Termohon bnggal di rumah pemohofr di

Ulutedong.

b    Termohon leblh mendengar pendapal orangll.Janya diband1ng pendapat

Pemohon sebagar suami

c Orangtua Termohon mengancam Termohon Jika Tennooon tetap ikut 

bersama Pemohon

d.  Termollon  mempunyai karaktef yang keras clan ego� yang lldak eee di

ubah meski sudah dinasehati oleh Pemohon

6.   Bahwa percekcokan pemohon dan termohon mulai memuncak pada tanggal

16  Febll.lari  2012  o,angtua  Temmhon  menghina  orangtua  Pemohon  dan 

pada saat ltu Juga Termohon perQi memnggalkan Pemohon

7.    Bahwa  seiak  itulah  pemooon  dan  termohon  pean  tempat  tinggat  hingga

$ekarang yang telah ber1angsung 3 tahun lebih

Disclaimer
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putusan.mahkamahagung.go.id

                                          

9.    Bahwa d8f1  kenyataan-kenyataao  tersebut matas  pernohon sudah merasa

yakin bahwa perkawinan pemohon dan  termohon sudah sulit untuk

d1pertahankan  seh1ngga  cukup  beralasan  untuk  mengajukan   permohonan

cerar terhadap termohon.

Bahwa.    berdasarkim   dahklahl    tersebut    Pemohon    memohon

kepada Pengad1lan Agama Pmrang agar memutuskan  sebaga1 berikut"

Pnmas-

Mengabulkan  permooon.an pemohon.

Member!  izm kepada pemohon   SuardiSAg bm MuhTah1r, untuk

menjatuhkan talak satu raJ1 terhadap termohon Hasna11"11,S.Pd.r,.M.A bintJ

Ladarammang dldepan  sidang Pengad1lan Agama Pinrang

Blaya peri<;ara menurut  hukum yang berlaku

Subs1da1r:

Alau   apabda   MaJehS   Hakim  berpendapat  lain  dalam  kaitannya  deflgan

perkara rm, maka mohon putusan yang sead1l-ad1lnya

Memmbang,  bahwa  pada  han  �dang  dan  tanggal yang telah

ditetapkan.  Pemol1on dan    Termohon  telah  had1r  dan  MaJells  Hakim  telah

mereameaen Pemohon dan Termohon, akan tetapi bdak bertlasil;

Bahwa,  Pemohon  selaku PNS telah  memperoleh em  untuk

melakukan   peeceraian  dari  atasannya,  dem1k1an  Juga  Termohoo   selaku  PNS

telah    memper�eh   suat   keterangan    untuk    melakukan    perceraian    dan

atasannya  oleh karena 11\J pemenksaan  perkara lni dapat d11anJutkan4.

Bahwa. walaupun Pemohon  selaku  PNS  belum  memperoleh  wn

ITTuk melakukan  perceraien  dan  atasannya,  dermkran Juga  Termohon  selaku

PNS belum memperoleh   surat  keterangan   untuk me1akukan perceraian dan

atasannya,  akan  tetapi  permohonan  mn  perceraian  tersebut  telah  rnelampau1

rr.1 J dari 6 No.Wirdt--G/Wt51l'A.Prg.

,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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masa  enam  bulan   dan  Pemohon   tetap  mg1n   metarautkan   perl(aranya, 

karena  itu  pemenksaan  perkara 1111  dapat d1lan1ulkan.  (hhat  PP 10 Tahun  1

JO.  PP 45 Tahun  1990 JO  SE BAKN 48 Tahun  1990)5;

Bahwa, dalam upaya memenuh1  ketentuan  PERMA  No  1    Tahun

2008   MaJel1s   Hakim   telah   memerintahkan  Pemohon   dan  Termohon   untuk 

menempuh  proses mediasi dengan  mediator Dra.Satnarnh

Bahwa  Pemohon  dan  Termohon   telah  menempuh   mediasi  dan

Derhasi! mencapai  kesepakatan,  yang 1smya sebaqar Derikut

Bahwa  termohon   ber]anJI  akan  nut suami  untuk  tinggal bersama  membma

kembal1 rumah tangga tanpa mempermasalahkan  tempat    bnggal yang

dis1apl(an  o�h suarm  sernper  kami  me11iki  rumah  sendm  dan  tidak  akan

mernnggalkan rumah tanpa seizing suerm

sebagal   seorang   isten    saya  berjanJi   akan  memperlakukan  euarm  saya

sebaga1  imam  bag1  kehldllpan saya dan ber]anJt  menJad1  isten yang

ba1k,taat dan  patut lefhadap  suarra saya  dan  lldak  akan  menghianatinya

meskipun  kell/arga  saya berusaha untuk mempengaruhl saya yang akan

berakibat  rusaknya   hubonqan   saya   dengan   suerm saya   sekallpun   itu

datangnya  dan orang tua saya sendtn .

Bahwa untuk mempers1ngkat  uraian putusan lfll, maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita ecare  sidang   irn   merupakan   bagran  yang  t1dak

terpeabken  dari putusan mi

PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang,   bahwa  maKSud dan  tejuen  permohonan  Pemohon

sebaqaimana ura1an eratas

Mernmbang. bahwa dalam proses mediasi, mediator  berhas1I

mendamaikan kedua belah plhak dan salah satu  isi pokok perdamaiannya,

Pemohon  menyatakan  mencabut  permohonan.

Mernmbang,   bahWa  meskipun   permohonan  Pemohon   dlcabut,

oleh  karena  perkara  1rn  telah  d1daftar  dalam  register   perkara  dan  termasuk

dalam  bidang  perl(awman.   maka  sesua1  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor   7  Tahun   1989   sebagaimana   telah   d1ubah   dengan   Undang-undang

11�14 dari 6 No.843/Pdt-G/2015/PA.J>ry:.

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukurn Islam yang eereeuan dengan perl\ara mi,

MENETAPKAN

1      Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabul pert:aranya

2   Menyatakan perkara Nomor 8431Pdt.Gl2015/PA Prg dicabut

3.   Membebankan  kepada  Pernohon  untuk  membayar  b1aya   perkara

seJOO)lah Rp. 331.000,- (trga ratus liga  puluh satu  nbu  nipiah);

Dermk1anlah putusan irn  d1Jatuhkan  dalam rapat permusyawaratan

majelrs yang d1tangsungkan pada han serasa tanggal 12 Januan 2016 Mase/Ji,

dengan  t>ertepatan  tanggal  2  Raburlakfur 1437  Hynya/J  oleh  majens  hakim

Pengad1lan  Agama  Prnrang,   Dra.  HJ    M1harah,   SH  ketua  mejene. Dra  HJ.

Faridah Mustafa dan Ora.  HJ.  ST  Sablha. MH masing-masing sebagai  hilklm

anggota  Putusan tersebvt diucapkan dalam sH:lang terbuka untuk umum pada

hari  Selasa  tanggal  12  Januan  2016  Masefu,  dengan  bertepatan  tanggal  2

Rabiulakhir 1437  Hijriyah,  oleh Ketua Maiehs tersebut dengan dldampmgl oleh

Hakim   Anggota  clan   d1bantu   oleh  Dra   Hj.   Haeeh.   SH  sebagai  

panitera pengganb tanpa d1hadm oleh Pemohon dan  Terrnohon

Hakim Anggota,

Ora.  HJ. Fandah Mustafa

ttd

Ora. Hj ST. Sabiha, MH

Ketua MaJel1s,

Dra.  HJ. M1harah, SH

Parntera Pengganb,

"'
Dra  Hj  Harsah, SH

I  lal S dari Ii No.84J/Pdt-G/201SIPA.Prg.

"'
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

'

Permcian Biaya  Perkara

1    B1aya Pendaflaran

2  Biaya  Peroses

3 Biaya  Pangg1lan

4  B1aya  Redaksi

5 B1aya  Matera1

Jurnlah

Rp   30000,-

Rp   50000,-

Rp  240.000.-

Rp       5 000,-

Rp.       6.000,-

Rp   331.000.-( tjga  ratus tga pu!uh

satu nbu rupiah)

Untuk  Salinan sesuar  dengan  aslinya

Hal 6 dar1 6 No.843/Pdt-Gn01SJPA.Pl'1l,
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